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ABSTRAK 

 

PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, INFLASI, DAN TINGKAT 

KEMISKINAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA 

METRO TAHUN 2018 – 2023 

 

 

Oleh 

 

BERTA PRAMUDITA 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, inflasi, dan 

tingkat kemiskinan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro 2018 – 

2023. PAD merupakan sumber utama pendanaan pemerintah daerah untuk 

mewujudkan kemandirian fiskal dan pembangunan. Jumlah penduduk yang 

meningkat memperluas basis pajak dan retribusi, sementara inflasi memengaruhi 

daya beli serta stabilitas ekonomi. Tingkat kemiskinan yang tinggi dapat 

membatasi kontribusi masyarakat terhadap PAD. Penelitian ini menggunakan 

metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda dan menggunakan alat 

analisis E-Views 13 serta data sekunder panelitian dari BPS Kota Metro pada 

periode 2018 – 2023. Hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa jumlah penduduk 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, inflasi berpengaruh signifikan 

terhadap PAD, sedangkan tingkat kemiskinan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap PAD. Hasil uji F (simultan) menunjukkan bahwa variabel jumlah 

penduduk, inflasi, dan tingkat kemiskinan secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap PAD.  Temuan ini mengimplikasikan perlunya optimalisasi PAD dengan 

mempertimbangkan jumlah penduduk dan inflasi dalam perencanaan keuangan 

daerah serta pengendalian inflasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk, Inflasi, Tingkat 

Kemiskinan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

THE EFFECT OF POPULATION, INFLATION, AND POVERTY RATE ON 

REGIONAL ORIGINAL REVENUE OF METRO CITY (2018 – 2023) 

 

 

By 

 

BERTA PRAMUDITA 

 

 

This study aims to examine the influence of population, inflation, and poverty rate 

on Regional Original Revenue (PAD) in Metro City from 2018 to 2023. PAD is 

the primary funding source for local governments to achieve fiscal independence 

and support regional development. An increasing population expands the tax and 

retribution base, while inflation affects purchasing power and economic stability. 

Meanwhile, a high poverty rate may limit community contributions to PAD. This 

research employs a quantitative approach using multiple linear regression 

analysis with E-Views 13 and secondary data from the Central Bureau of 

Statistics (BPS) Metro City for the 2018 – 2023 period. The partial (t-test) results 

indicate that population has a positive and significant effect on PAD, inflation 

significantly affects PAD, whereas the poverty rate does not have a significant 

impact. The simultaneous (F-test) results show that population, inflation, and 

poverty rate variabels collectively have a significant influence on PAD. These 

findings highlight the need for PAD optimization by considering population 

growth and inflation in regional financial planning, along with inflation control 

and economic empowerment strategies. 

Keywords: Regional Original Revenue, Population, Inflation, Poverty Rate. 
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Setiap daerah memiliki kewajiban untuk membiayai pembangunan dan 

menyediakan layanan publik bagi masyarakatnya. Dalam menjalankan 

fungsi tersebut, pemerintah daerah memerlukan sumber pendapatan yang 

memadai, salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD 

berperan penting dalam menunjang kemandirian fiskal daerah, sehingga 

peningkatan atau penurunannya dapat mencerminkan kondisi ekonomi suatu 

wilayah. 

Pada konteks pertumbuhan ekonomi, terdapat berbagai faktor yang dapat 

memengaruhi PAD, termasuk jumlah penduduk, inflasi, dan tingkat 

kemiskinan. Menurut teori pertumbuhan ekonomi Solow-Swan (Solow, 

1956), pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh tiga faktor 

utama, yaitu jumlah penduduk, investasi, dan kemajuan teknologi. 

Peningkatan jumlah penduduk dapat memberikan dampak positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi, asalkan disertai dengan pengelolaan sumber daya 

yang efisien. Dalam konteks PAD, jumlah penduduk yang besar berpotensi 

meningkatkan aktivitas ekonomi melalui konsumsi barang dan jasa yang 

lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat memperbesar penerimaan daerah. 

Menurut Keynesian Economics (Keynes, 1936), inflasi yang tinggi dapat 

menurunkan daya beli masyarakat, melemahkan aktivitas bisnis, dan 

mengurangi penerimaan pajak dari sektor perdagangan serta jasa. Keynes 

(1936) menyebutkan bahwa inflasi memiliki dampak beragam terhadap 

PAD. Inflasi moderat mendorong ekspansi bisnis dan investasi, 

menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. 
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Hal ini berkontribusi pada PAD melalui pajak daerah. Namun, hiperinflasi 

justru memicu ketidakstabilan ekonomi, menurunkan daya beli, serta 

menghambat investasi, yang pada akhirnya berdampak negatif pada 

penerimaan pajak dan retribusi daerah. Selain itu, inflasi yang tidak 

terkendali meningkatkan biaya operasional usaha, memperlambat investasi, 

dan berdampak negatif terhadap penerimaan daerah, terutama dari sektor 

retribusi dan pajak daerah. 

Sementara itu, teori kapasitas fiskal (Musgrave, 1989) menegaskan bahwa 

kapasitas fiskal suatu wilayah, termasuk PAD, sangat dipengaruhi oleh 

jumlah penduduk, daya beli, dan tingkat kemiskinan. Jika suatu daerah 

memiliki jumlah penduduk yang besar dengan daya beli yang tinggi, potensi 

PAD melalui pajak daerah dan retribusi akan semakin meningkat. 

Perkembangan usaha dan industri yang didorong oleh aktivitas ekonomi 

masyarakat juga berkontribusi terhadap penerimaan pajak dari sektor bisnis 

dan properti, yang pada akhirnya memperkuat keuangan daerah. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan penting sebagai sumber 

pembiayaan pembangunan daerah. Dengan pengelolaan PAD yang baik, 

pemerintah daerah dapat mendanai proyek pembangunan yang mengurangi 

ketimpangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup, mendukung 

keberlanjutan pembangunan ekonomi yang merata di seluruh Indonesia. 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 

Pemerintah daerah diberikan otonomi untuk mengelola sumber daya dan 

melaksanakan pembangunan ekonomi serta sosial di wilayahnya. Hal ini 

bertujuan agar daerah memiliki fleksibilitas dalam merancang kebijakan 

yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Salah satu 

sumber utama pembiayaan pembangunan daerah adalah PAD, yang 

diperoleh dari berbagai sumber seperti pajak daerah, retribusi, dan hasil 

pengelolaan kekayaan daerah. 

Indonesia menghadapi berbagai tantangan ekonomi seperti inflasi, 

pengangguran, dan ketidakstabilan ekonomi global. Inflasi mengurangi daya 
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beli masyarakat dan berpengaruh pada pendapatan daerah karena 

menurunnya kontribusi pajak dan retribusi (Simanungkalit, 2020).  Pada 

2023, jumlah penduduk Indonesia mencapai lebih dari 270 juta dengan 

tingkat kemiskinan 9,8%, dan inflasi diperkirakan 4,5%, yang memengaruhi 

daya beli masyarakat (Bps.go.id, 2023). PAD dipengaruhi oleh sumber daya 

alam, kebijakan fiskal, dan partisipasi masyarakat dalam pajak daerah. 

Pemulihan ekonomi yang berlangsung memengaruhi kebijakan 

pengendalian inflasi dan stimulus ekonomi dari pemerintah. Ketidakpastian 

global juga memengaruhi kestabilan ekonomi domestik, sehingga 

pemerintah perlu hati-hati dalam merancang kebijakan yang dapat 

merangsang pertumbuhan ekonomi tanpa menambah beban sosial atau 

memengaruhi PAD di berbagai wilayah Indonesia (Yunus, 2021). PAD 

merupakan sumber utama pembiayaan daerah untuk mendukung 

pembangunan dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam memberikan 

layanan publik. 

PAD yang tinggi dapat mengurangi ketergantungan daerah pada transfer 

dari pemerintah pusat, memberikan lebih banyak kebebasan dalam 

merancang kebijakan pembangunan lokal (Purba & Manurung, 2023). PAD 

merupakan sumber penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari daerah 

itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. PAD terdiri dari pajak 

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

dan lain-lain pendapatan yang sah (Oktiani & Al Muhariah, 2021).  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, di mana PAD 

merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi 

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah dan lain-lain PAD 

yang sah, PAD ini digunakan untuk tujuan agar suatu daerah lebih leluasa 

dalam pendanaan pelaksanaan otonomi daerah (Ernita, 2021). Hal tersebut 

menunjukkan bahwa PAD berpengaruh terhadap perekonomian suatu 

daerah. 
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Daerah dengan perolehan PAD yang tinggi cenderung memiliki 

kemandirian ekonomi yang lebih baik, yang menunjukkan pertumbuhan 

perekonomian yang positif. Akan tetapi, ada juga dari fakta yang terjadi 

dalam suatu wilayah masih sulit menyeimbangkan jumlah PAD sehingga 

ketidakseimbangan ini akan dapat menimbulkan ketidakmerataan 

pembangunan daerah. Di mana faktor penyebab terjadinya adalah adanya 

perbedaan potensi yang dimiliki pada setiap daerah. 

Salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki perkembangan signifikan 

dalam faktor optimalisasi PAD adalah Kota Metro. Kota Metro yang 

merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Lampung menghadapi 

berbagai tantangan dalam mengoptimalkan (PAD) sebagai sumber utama 

pembiayaan pembangunan dan penyediaan layanan publik.  

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Metro 2018 – 2023 

No Th Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Metro Menurut PAD (Ribu Rupiah) 

Pajak 

Daerah 

Retribusi 

Daerah 

Hasil 

Kekayaan 

Daerah 

Yang 

Dipisahkan 

Lain-lain 

PAD Yang 

Sah 

Jumlah 

1 2018 21.731.062,46 5.604.726,99 4.342.620,32 100.523.866,25 132.202.276,03 

2 2019 27.205.358,06 5.631.840,65 4.894.552,26 138.467.573,20 176.119.324,17 

3 2020 28.845.377,14 7.036.397,90 5.562.613,44 180.201.312,58 221.645.701,09 

4 2021 33.105.926,63 7.879.918,10 7.340.250,54 225.517.952,87 273.844.048,14 

5 2022 36.716.010,32 7.793.234,27 6.733.816,46 188.593.803,85 239.836.864,91 

6 2023 41.299.877,12 7.942.159,85 6.663.816,27 228.357.103,70 284.262.956,96 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Metro, 2023. 

Berdasarkan hasil tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya 

realisasi PAD di Kota Metro terus mengalami peningkatan yang signifikan. 

Kota Metro memiliki sejumlah potensi sumber PAD, seperti pajak daerah, 

retribusi, dan pengelolaan kekayaan daerah. Pajak daerah menjadi salah satu 

sumber PAD utama, yang mencakup pajak hotel, restoran, hiburan, dan 

pajak parkir. Hal ini memperlihatkan bahwa adanya upaya pemerintah 

daerah untuk mengoptimalkan berbagai sumber PAD yang ada, meskipun 

tantangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya lokal masih 

terus menjadi perhatian. Namun, meskipun kontribusi pajak daerah terus 
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meningkat, masih terdapat kesenjangan antara potensi yang ada dengan 

pencapaian yang tercatat. 

Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah (BPKAD) Kota Metro, realisasi PAD pada tahun 2023 tercatat 

sebesar Rp50,4 miliar, meningkat sekitar 12% dibandingkan tahun 

sebelumnya (BPKAD Kota Metro, 2023). Peningkatan ini sebagian besar 

berasal dari pajak hotel dan restoran, yang sejalan dengan berkembangnya 

sektor pariwisata dan perdagangan di kota tersebut. Namun, pajak dari 

sektor hiburan dan parkir masih jauh dari potensi maksimal. Misalnya, pajak 

hiburan di Kota Metro pada tahun 2023 hanya tercatat sebesar Rp1,2 miliar, 

sementara potensi yang ada bisa lebih besar seiring dengan perkembangan 

sektor pariwisata dan kegiatan masyarakat yang semakin berkembang 

(BPKAD Kota Metro, 2023). 

Sementara itu, sektor retribusi juga memberikan kontribusi yang signifikan 

terhadap PAD Kota Metro, meskipun belum sepenuhnya terkelola dengan 

baik. Retribusi pasar, retribusi tempat parkir menjadi beberapa jenis 

retribusi yang memberikan kontribusi penting, akan tetapi pemungutannya 

masih terkendala oleh sistem yang kurang efisien dan pengawasan yang 

terbatas. Salah satu contoh yang dapat dilihat adalah retribusi pasar 

tradisional, yang meskipun memiliki potensi besar, sering kali tidak tercatat 

dengan akurat karena ketidakteraturan dalam pencatatan transaksi di 

lapangan. 

Selain itu, pengelolaan kekayaan daerah, seperti aset tanah dan bangunan 

milik pemerintah kota, juga memiliki potensi besar dalam meningkatkan 

PAD. Pemanfaatan aset ini, jika dikelola dengan lebih baik, dapat 

menghasilkan pendapatan yang cukup signifikan. Namun, sampai saat ini, 

pemanfaatan aset daerah di Kota Metro masih terbatas pada beberapa bidang, 

seperti penyewaan gedung dan tanah untuk kegiatan komersial, yang belum 

dieksplorasi secara maksimal. Bahkan, beberapa aset milik daerah masih 

belum tercatat dengan jelas dalam sistem informasi yang ada, yang 
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mengarah pada potensi kebocoran dan pengelolaan yang kurang optimal 

(BPKAD Kota Metro, 2023). Meskipun ada peningkatan yang signifikan 

dalam realisasi PAD, pemerintah Kota Metro masih menghadapi sejumlah 

tantangan dalam mengoptimalkan potensi-potensi PAD yang ada.  

Faktor utama yang menghambat optimalisasi ini antara lain adalah 

rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak 

dan retribusi, serta kurangnya sistem pengawasan yang efektif. Pajak parkir 

yang seharusnya dapat menjadi salah satu sumber PAD utama, sering kali 

tidak tercatat dengan baik akibat pengelolaan yang belum sepenuhnya 

terintegrasi dalam sistem elektronik. Hal ini mencerminkan perlunya 

pembenahan dalam sistem administrasi dan pemanfaatan teknologi untuk 

memaksimalkan pendapatan daerah (info.metrokota.go.id, 2024). 

Secara keseluruhan, meskipun Kota Metro menunjukkan hasil positif dalam 

peningkatan PAD, potensi yang ada masih jauh dari maksimal dan perlu 

ditindaklanjuti dengan kebijakan yang lebih terarah. Pengelolaan PAD di 

Kota Metro sangat penting untuk mengidentifikasi potensi yang belum 

dimanfaatkan secara maksimal, serta menemukan solusi praktis yang dapat 

meningkatkan kontribusi PAD bagi pembangunan daerah. Pemerintah Kota 

Metro diharapkan dapat terus memperbaiki sistem pemungutan pajak dan 

retribusi, serta mengembangkan sumber PAD baru yang lebih inovatif, guna 

meningkatkan kemandirian fiskal daerah di masa depan. 

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi PAD salah satunya adalah jumlah 

penduduk. Penduduk merupakan semua orang yang berdomisili di wilayah 

geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka 

yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap 

(Bps.go.id, 2021). Menurut Fitri (2021) penduduk adalah jumlah orang yang 

bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil 

dari proses-proses demografi yaitu fertilitas, moralitas dan migrasi.  

Pendapatan suatu daerah dapat diperoleh dari aktivitas penduduk pada 

perekonomian yang berupa penarikan pajak, retribusi dan lain sebagainya. 

http://bps.go.id/


7 
  

 
 

Dengan adanya penduduk, memberikan dampak positif dalam 

meningkatkan kegiatan perekonomian suatu daerah dan meningkatkan 

PAD.  

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kota Metro Tahun 2018 – 2023 

No Tahun Jenis Kelamin Total 

Laki-Laki Perempuan 

1 2018 82.494 82.699 165.193 

2 2019 165.193 83.815 167.411 

3 2020 84.806 83.870 168.676 

4 2021 85.307 84.474 169.781 

5 2022 86.430 85.570 172.000 

6 2023 86.568 85.937 172.505 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Metro, 2023. 

Berdasarkan hasil tabel 2 di atas menujukkan bahwa jumlah penduduk di 

Kota Metro tercatat setiap tahunnya mengalami peningkatan baik itu jumlah 

penduduk laki-laki maupun perempuan. Pertumbuhan populasi yang terus 

berkembang ini dapat dipengaruhi beberapa faktor, seperti migrasi 

penduduk, tingkat kelahiran yang tinggi, serta peningkatan harapan hidup di 

wilayah tersebut. Peningkatan jumlah penduduk juga akan memengaruhi 

berbagai sektor, seperti kebutuhan akan layanan kesehatan, pendidikan, 

infrastruktur, serta lapangan pekerjaan.  

Menurut Gusti (2024) menyebutkan bahwa jumlah penduduk suatu daerah 

memengaruhi efisiensi pemanfaatan sumber daya dan produksi. Jika jumlah 

penduduk sedikit, sumber daya tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal, 

sehingga produksi besar-besaran sulit tercapai. Sebaliknya, jika jumlah 

penduduk terlalu banyak (over population), meskipun sumber daya dapat 

dimanfaatkan lebih efisien, pembagian hasilnya akan lebih kecil. Oleh 

karena itu, jumlah penduduk berperan penting dalam menentukan besarnya 

produksi dan PAD. 

Konsumsi yang meningkat akan memperbesar permintaan terhadap barang 

dan jasa lokal, yang pada gilirannya dapat memperluas basis pajak daerah 

seperti pajak hotel, restoran, retribusi pasar, dan pajak hiburan (Priyono & 

Handayani, 2021). Selain itu, Andiana (2021) juga menyebutkan bahwa 
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bertambahnya jumlah penduduk juga dapat mendorong berkembangnya 

sektor usaha dan industri, yang berkontribusi pada penerimaan PAD dari 

pajak usaha dan pajak bumi dan bangunan (PBB). 

Selain jumlah penduduk, PAD juga dipengaruhi oleh faktor inflasi. 

Meningkatnya aktivitas penduduk Kota Metro akan menyebabkan terjadinya 

kenaikan terhadap permintaan barang dan jasa, sehingga permintaan yang 

berlebihan ini akan memicu terjadinya inflasi. Inflasi ini akan memicu 

kondisi perekonomian yang buruk jika tidak ada pengendalian yang 

dilakukan. Tingkat inflasi yang aman adalah kurang dari 10% dan jika 

melebihi 25% akan memicu adanya kenaikan harga dari barang ataupun jasa 

dan juga menyebabkan nilai tukar rupiah menurun. Inflasi merupakan suatu 

proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian (Sari, 

et al., 2021). Inflasi menimbulkan beberapa efek buruk pada perekonomian 

salah satunya adalah penurunan pendapatan rill (Rinanda & Pangeran, 2023). 

Adanya inflasi dapat membuat upah atau gaji naik, karena upah rill 

tergantung pada produktivitas marjinal tenaga kerja. Kesejahteraan ekonomi 

tergantung pada harga relatif, bukan pada seluruh tingkat harga.  

Tabel 3. Inflasi Kota Metro Tahun 2018 – 2023 

No 

 Bulan 

Laju Inflasi Kota Metro 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Januari 0.48 0.14 1.15 0.53 0.55 0.76 

2 Februari 0.19 -0.04 0.19 0.29 -0.2 0.16 

3 Maret 0.17 0.16 0.27 -0.33 0.86 -0.22 

4 April -0.12 0.52 -0.23 -0.14 1.23 0.3 

5 Mei -0.33 0.49 -0.35 0.64 0.64 0.25 

6 Juni 0.52 0.48 0.26 0.07 1.07 0.01 

7 Juli -0.05 0.42 0.11 0.26 0.58 0.24 

8 Agustus 0.2 0.41 0.06 -0.28 -0.94 -0.07 

9 September -0.19 -0.31 0.1 -0.11 1.01 0.33 

10 Oktober 0.22 -0.1 0.05 0.32 -0.2 0.44 

11 November 0.27 0.36 0.4 0.48 0.05 0.83 

12 Desember 0.27 0.4 0.51 0.99 0.63 -0.03 

Tahunan 1.64 2.97 2.53 2.74 5.37 3.05 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Metro, 2023. 
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Berdasarkan hasil data tabel 3, menunjukkan bahwa Pada tahun 2018, 

inflasi tahunan Kota Metro tercatat sebesar 1,64%. Sepanjang tahun, tingkat 

inflasi cenderung stabil, dengan inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juni 

sebesar 0,52%, sedangkan deflasi terendah terjadi pada bulan Mei sebesar -

0,33%. Tahun berikutnya, yaitu 2019, inflasi tahunan meningkat menjadi 

2,97%, dengan fluktuasi yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. 

Pada bulan April tercatat inflasi sebesar 0,52%, sedangkan deflasi terendah 

terjadi pada bulan September sebesar -0,31%. 

Tahun 2020 menunjukkan sedikit penurunan inflasi tahunan menjadi 2,53%. 

Meski begitu, pola fluktuasi bulanan tetap terlihat. Inflasi tertinggi terjadi 

pada bulan Desember dengan angka 0,51%, sementara deflasi terendah 

tercatat pada bulan April sebesar -0,35%. Pada tahun 2021, inflasi tahunan 

kembali meningkat ke angka 2,74%. Bulan Desember mencatat inflasi 

tertinggi sebesar 0,99%, sedangkan deflasi signifikan terjadi pada bulan 

Maret sebesar -0,33%. 

Tahun 2022 mencatat lonjakan inflasi tahunan yang sangat tinggi, mencapai 

5,37%. Hal ini mungkin disebabkan oleh tekanan harga yang meningkat 

secara signifikan pada beberapa sektor. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan 

April sebesar 1,23%, sementara deflasi terendah tercatat pada bulan Agustus 

sebesar -0,94%. Memasuki tahun 2023, inflasi tahunan mulai menunjukkan 

penurunan menjadi 3,05%. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan November 

sebesar 0,83%, sementara bulan Desember mencatat deflasi sebesar -0,03%. 

Inflasi Kota Metro menunjukkan tren yang fluktuatif dari tahun ke tahun, 

dengan peningkatan tajam pada tahun 2022 yang kemudian berhasil 

dikendalikan pada tahun berikutnya, faktor inflasi ini tetap memengaruhi 

daya beli masyarakat, yang berpotensi berdampak pada PAD Kota Metro.  

Inflasi ini memiliki dampak pada PAD yang di mana terdapat kenaikan 

harga pada komoditas utama seperti makanan dan perawatan pribadi dapat 

memengaruhi pendapatan masyarakat, yang berujung pada fluktuasi dalam 

pajak dan retribusi yang merupakan sumber PAD. Menurunnya inflasi di 
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2021 dan 2022 (terutama di kelompok makanan dan tembakau) bisa 

berkontribusi pada kestabilan ekonomi lokal, sehingga memberikan 

kesempatan bagi peningkatan PAD melalui transaksi ekonomi yang lebih 

stabil dan konsumsi yang lebih terjaga. Peningkatan jumlah koperasi aktif di 

Kota Metro dari 91 pada 2020 menjadi 178 pada 2022 menunjukkan adanya 

potensi ekonomi yang berkembang. Koperasi ini bisa berkontribusi pada 

PAD melalui kegiatan ekonomi dan perputaran uang di tingkat lokal.  

Secara keseluruhan, meskipun inflasi cenderung menurun, faktor-faktor 

seperti perubahan harga barang dan perkembangan sektor koperasi dapat 

memengaruhi perolehan PAD Kota Metro, yang bergantung pada daya beli 

masyarakat dan peningkatan aktivitas ekonomi lokal. Inflasi yang lebih 

tinggi pada kategori kebutuhan pokok (seperti makanan dan minuman) 

dapat menyebabkan penurunan daya beli, yang pada akhirnya dapat 

memengaruhi pemasukan PAD dari sektor-sektor lain yang sifatnya bukan 

kebutuhan pokok. Untuk itu Kota Metro perlu berupaya untuk 

mengembangkan sumber PAD yang lebih beragam atau memberikan 

insentif pada sektor-sektor tertentu untuk menjaga stabilitas pendapatan 

daerah. 

Faktor selanjutnya yang dapat memengaruhi PAD adalah tingkat 

kemiskinan. Tingkat kemiskinan mengacu pada persentase atau proporsi 

penduduk di suatu wilayah yang hidup di bawah garis kemiskinan, yaitu 

batas minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti 

makanan, pakaian, dan tempat tinggal (Fitriyanti & Handayani, 2021). 

Pengukuran tingkat kemiskinan dilakukan dengan melihat pengeluaran atau 

pendapatan penduduk dalam periode waktu tertentu. Angka ini menjadi 

indikator penting dalam memahami kondisi sosial-ekonomi suatu wilayah 

dan digunakan oleh pemerintah untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan 

pengentasan kemiskinan. Kemiskinan pada dasarnya adalah 

ketidakmampuan dalam memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang 

meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan (Priambdo, 2022). 
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Tabel 4. Tingkat Kemiskinan Kota Metro Tahun 2018 – 2023 

No 
Komponen 

Kemiskinan 

Kemiskinan Di Kota Metro 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 

Jumlah Penduduk 

Miskin (Ribu Jiwa) 15.06 14.49 14.31 15.32 13.68 12.8 

2 

Persentase 

Penduduk Miskin 9.14 8.68 8.47 8.93 7.87 7.28 

3 

Indeks Kedalaman 

Kemiskinan (P1) 1.61 1.14 0.94 1.27 0.87 1.12 

4 

Indeks Keparahan 

Kemiskinan (P2) 0.42 0.22 0.16 0.28 0.16 0.24 

5 

Garis Kemiskinan 

(Rp/Kapita/Bulan) 
360656 371636 406351 417861 449415 480830 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Metro, 2023. 

Berdasarkan hasil data tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018, 

jumlah penduduk miskin di Kota Metro tercatat sebanyak 15,06 ribu jiwa, 

dengan persentase penduduk miskin sebesar 9,14%. Garis kemiskinan pada 

tahun tersebut adalah Rp 360.656 per kapita per bulan. Tahun berikutnya, 

yaitu 2019, jumlah penduduk miskin menurun menjadi 14,49 ribu jiwa atau 

8,68%, dengan garis kemiskinan yang sedikit meningkat menjadi Rp 

371.636 per kapita per bulan. 

Selanjutnya, pada tahun 2020, penurunan jumlah penduduk miskin berlanjut, 

dengan angka mencapai 14,31 ribu jiwa (8,47%). Meski begitu, garis 

kemiskinan terus meningkat menjadi Rp 406.351. Namun, tahun 2021 

menunjukkan kenaikan jumlah penduduk miskin menjadi 15,32 ribu jiwa 

(8,93%), yang kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi 

COVID-19 yang memengaruhi kondisi ekonomi. 

Pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin menurun drastis ke angka 13,68 

ribu jiwa atau 7,87%, mencerminkan adanya pemulihan ekonomi yang 

signifikan. Garis kemiskinan pada tahun ini meningkat menjadi Rp 449.415 

per kapita per bulan. Tren penurunan ini berlanjut pada tahun 2023, dengan 

jumlah penduduk miskin menurun lagi menjadi 12,8 ribu jiwa (7,28%). 

Pada tahun ini, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp 480.830 per kapita per 

bulan, yang merupakan angka tertinggi selama periode pengamatan. 
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Secara keseluruhan, tingkat kemiskinan di Kota Metro menunjukkan 

penurunan yang konsisten dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2021 

akibat dampak pandemi. Penurunan ini didukung oleh kenaikan garis 

kemiskinan yang mencerminkan peningkatan daya beli masyarakat. Masalah 

sosial ekonomi selalu berhubungan dengan kemiskinan. Meski pemerintah 

pusat maupun pemerintah daerah selalu berusaha untuk mengurangi tingkat 

kemiskinan, pada kenyataanya Indonesia masih belum bisa melepaskan 

belenggu dari masalah kemiskinan. Untuk itu kemiskinan dipandang sesuatu 

yang harus gencar diupayakan karena sangat berdampak pada pembangunan 

ekonomi. Adanya kemiskinan berdampak pada angka kriminalitas dan 

pengangguran yang tinggi, banyak anak yang tidak mendapat pendidikan 

selayaknya, peningkatan angka kematian, serta konflik di masyarakat yang 

akan berdampak pada penghasilan asli daerah Kota Metro.  

Meskipun Kota Metro berukuran relatif kecil, perkembangannya cukup 

pesat dan sangat bergantung pada PAD sebagai sumber utama pembiayaan. 

Oleh karena itu, penting untuk mempelajari faktor-faktor yang 

memengaruhi PAD di Kota Metro. Jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, 

dan inflasi berkaitan erat dengan potensi Kota Metro dalam meningkatkan 

PAD. Pada pertumbuhan penduduk, dapat memicu peningkatan kebutuhan 

layanan publik dan infrastruktur, yang dapat mendukung pertumbuhan PAD 

jika dikelola dengan baik. Sementara itu, tingkat kemiskinan mencerminkan 

kesejahteraan masyarakat dan potensi ekonomi daerah, tingginya 

kemiskinan cenderung membatasi kontribusi masyarakat terhadap PAD 

melalui pajak dan retribusi. Selain itu, inflasi memengaruhi daya beli dan 

stabilitas ekonomi, yang berdampak pada pendapatan pemerintah dari 

sektor-sektor ekonomi. 

Sebagai dasar untuk memahami hubungan antara jumlah penduduk, inflasi, 

tingkat kemiskinan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), beberapa penelitian 

terdahulu telah dilakukan oleh peneliti untuk mengkaji faktor-faktor tersebut 

di berbagai wilayah dengan hasil yang relevan. Penelitian terdahulu menjadi 

referensi penting untuk memperkaya teori dalam kajian yang dimana 
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penelitian Priyono & Handayani (2021) menunjukkan bahwa PDRB, inflasi, 

dan jumlah penduduk secara signifikan memengaruhi PAD di Eks-

Karesidenan Pati, dengan jumlah penduduk memiliki pengaruh terbesar. 

Penelitian ini serupa dalam metode kuantitatif, tetapi berbeda karena 

penelitian saat ini menambahkan variabel tingkat kemiskinan. 

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Oktiani & Al Muhariah (2021) 

menemukan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap PAD 

di Sumatera Selatan, sedangkan inflasi tidak. Penelitian ini berbeda karena 

tidak mencakup tingkat kemiskinan. Sementara itu, Priambodo (2022) 

menemukan tingkat kemiskinan berdampak 43,69% terhadap PAD 

Kabupaten Purbalingga, tetapi hanya menggunakan satu variabel 

independen, berbeda dengan penelitian ini yang mencakup jumlah penduduk 

dan inflasi. Rukmana & Imaningsih (2023) mengkaji hubungan antara 

pengangguran, PAD, dan rata-rata lama sekolah terhadap kemiskinan di 

Jawa Timur. Penelitian ini berbeda karena menggunakan variabel yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini. Ernita (2021) menemukan inflasi dan PDRB 

berpengaruh pada PAD Kabupaten Kerinci, tetapi lokasi dan variabel yang 

digunakan berbeda dengan penelitian ini. 

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa 

perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak 

pada fokus pembahasan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas secara 

lebih mendalam mengenai pengaruh jumlah penduduk, inflasi, dan tingkat 

kemiskinan terhadap PAD. 

Penelitian ini memiliki relevansi dengan Ilmu Administrasi Negara yang 

menjadi salah satu cabang ilmu yang berfokus pada tata kelola pemerintahan 

dan perumusan kebijakan, Ilmu Administrasi Negara berupaya memahami 

serta mengelola berbagai aspek pembangunan daerah secara menyeluruh. 

Fokus utama penelitian ini mencakup upaya optimalisasi pengelolaan 

sumber daya daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, 

meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kapasitas 
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keuangan daerah. Untuk itu penelitian ini sesuai dengan cakupan kajian 

Administrasi Negara, terutama dalam memberikan wawasan yang 

komprehensif tentang pengelolaan sumber daya keuangan daerah. 

Penelitian ini diangkat karena peran strategis PAD sebagai indikator 

kemandirian suatu wilayah dalam kerangka desentralisasi. Kota Metro 

sebagai wilayah yang tengah berkembang di Indonesia, menghadapi 

berbagai tantangan dalam mengoptimalkan PAD di tengah kondisi ekonomi 

yang dinamis, termasuk fluktuasi inflasi dan tingkat kemiskinan. Dalam 

konteks tersebut, PAD memiliki peran penting sebagai sumber utama 

pembiayaan pembangunan daerah. Relevansi penelitian ini dengan Ilmu 

Administrasi Negara dapat dilihat melalui beberapa dimensi yang berkaitan 

dengan aspek tata kelola fiskal yang merupakan bagian penting dari 

administrasi publik. Analisis terhadap PAD terkait erat dengan pengelolaan 

keuangan daerah, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi, guna 

menjamin keberlanjutan pembangunan.  

Penelitian ini juga mendukung dimensi kebijakan publik yang hasilnya 

dapat dijadikan landasan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan 

kebijakan strategis, seperti program pengentasan kemiskinan atau 

pengendalian inflasi, untuk mendukung peningkatan PAD. Terakhir, 

penelitian ini juga relevan terhadap dimensi pelayanan publik, karena 

pengelolaan PAD yang optimal akan memberikan dampak langsung 

terhadap peningkatan kualitas layanan publik di berbagai sektor, seperti 

pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial. 

Oleh karena itu, penelitian terkait pengelolaan PAD di Kota Metro sangat 

penting untuk mengidentifikasi potensi yang belum dimanfaatkan secara 

maksimal serta menemukan solusi praktis yang dapat meningkatkan 

kontribusi PAD bagi pembangunan daerah. Berdasarkan uraian di atas, 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan judul 

―Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Kemiskinan, dan Inflasi 
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Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro Pada Tahun 2018 – 

2023‖. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah pada penelitian ini ialah 

sebagai berikut: 

1. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap PAD Kota Metro pada 

tahun 2018 – 2023? 

2. Apakah inflasi berpengaruh terhadap PAD Kota Metro pada tahun 2018 

– 2023? 

3. Apakah tingkat kemiskinan berpengaruh terhadap PAD Kota Metro 

pada tahun 2018 – 2023? 

4. Apakah jumlah penduduk, inflasi, dan tingkat kemiskinan berpengaruh 

terhadap PAD Kota Metro pada tahun 2018 – 2023? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui besaran pengaruh jumlah penduduk terhadap PAD 

Kota Metro pada tahun 2018 – 2023 

2. Untuk mengetahui besaran pengaruh inflasi terhadap PAD Kota Metro 

pada tahun 2018 – 2023 

3. Untuk mengetahui besaran pengaruh tingkat kemiskinan terhadap PAD 

Kota Metro pada tahun 2018 – 2023 

4. Untuk mengetahui besaran pengaruh jumlah penduduk, inflasi, dan 

tingkat kemiskinan terhadap PAD Kota Metro pada tahun 2018 – 2023 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pemerintah 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan 

positif bagi pemerintah daerah yang bersangkutan untuk mengevaluasi 

PAD, jumlah penduduk, inflasi, dan tingkat kemiskinan di Kota Metro 
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yang dapat memformulasikan strategi kebijakan yang dapat 

membangun persepsi positif masyarakat terhadap implementasi 

kebijakan tersebut.  

2. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah referensi serta wawasan bagi peneliti 

selanjutnya, yang berkaitan dengan ilmu administrasi negara, jumlah 

penduduk, inflasi, tingkat kemiskinan, serta PAD dalam pembangunan 

ekonomi daerah maupun nasional. 



 
 

 
 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pembangunan Daerah 

Pembangunan secara tradisional didefinisikan sebagai peningkatan Produk 

Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Di tingkat daerah, pembangunan lebih 

diarahkan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

suatu provinsi, kabupaten, atau kota. Asep, et al., (2024) menyebutkan 

bahwa paradigma pembangunan modern menawarkan pendekatan berbeda 

dan memiliki fokus pada pengentasan kemiskinan, pengurangan 

ketimpangan distribusi pendapatan, dan penurunan tingkat pengangguran. 

Pembangunan ekonomi daerah melibatkan pembentukan institusi baru, 

pembangunan industri alternatif, peningkatan kapasitas tenaga kerja, serta 

identifikasi pasar baru (Lase, et al., 2024). 

Menurut Assagaf, et al., (2020) pembangunan daerah harus memperhatikan 

keunggulan lokal dan karakteristik spesifik wilayah. Tujuannya mencakup 

peningkatan pendapatan per kapita masyarakat, yang dapat menarik 

investasi baru dan mendorong aktivitas ekonomi lebih tinggi. Akbar, et al., 

(2023) menyebutkan bahwa pembangunan daerah bertujuan 

memaksimalkan potensi lokal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 

merata, dengan efisiensi penggunaan sumber daya. Dalam konteks otonomi 

daerah, pemerintah lokal memiliki kewenangan mengelola sumber daya 

finansial melalui PAD. Sumber daya lokal seperti pajak, retribusi, dan 

pengelolaan aset menjadi instrumen utama pembangunan berkelanjutan. 

Jatnika, et al., (2024) menekankan bahwa pembangunan daerah tidak hanya 

bergantung pada sumber daya, tetapi juga kebijakan adaptif terhadap kondisi 

ekonomi dan demografi. Variabel seperti jumlah penduduk, inflasi, dan 

tingkat kemiskinan memengaruhi kapasitas ekonomi daerah dalam 
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meningkatkan PAD. Strategi pembangunan daerah mencakup beberapa 

aspek utama (Asep, et al., 2024): 

1. Pengembangan fisik atau lokalitas: memperbaiki infrastruktur untuk 

mendukung industri, perdagangan, dan meningkatkan kualitas hidup. 

2. Pengembangan dunia usaha: memperkuat daya tarik ekonomi melalui 

pengembangan sektor usaha. 

3. Pengembangan SDM: meningkatkan kapasitas sumber daya manusia 

sebagai elemen inti pembangunan. 

4. Pengembangan ekonomi masyarakat: memberdayakan masyarakat 

melalui proyek padat karya dan kegiatan sosial untuk memenuhi 

kebutuhan hidup. 

Menurut Diatmika & Rahayu (2022) nilai inti pembangunan mencakup:  

1. Ketahanan (sustenance): pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, 

sandang, dan papan. 

2. Harga diri (self-esteem): meningkatkan martabat manusia di wilayah 

pembangunan. 

3. Kebebasan (freedom): memberi ruang individu untuk berkembang dan 

berpartisipasi dalam pembangunan. 

Penelitian ini menggunakan teori pembangunan daerah untuk menganalisis 

bagaimana jumlah penduduk, inflasi, dan tingkat kemiskinan memengaruhi 

PAD di Kota Metro. Pendekatan ini relevan karena menjelaskan bagaimana 

interaksi faktor-faktor ekonomi dan demografi dapat dioptimalkan untuk 

mendukung kemandirian fiskal daerah. 

2.2 Administrasi Publik 

Teori administrasi publik berfokus pada pengelolaan sumber daya publik 

untuk mencapai efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam tata kelola 

pemerintahan. Menurut Ichsan, et al., (2021) fungsi administrasi meliputi 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pengelolaan 
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PAD, teori ini menekankan pentingnya tata kelola yang baik dalam 

memastikan penerimaan daerah dapat digunakan secara efektif untuk 

mendukung pembangunan. 

Pendekatan modern dalam administrasi publik, seperti New Publik 

Management (NPM), menekankan perlunya inovasi dan profesionalisme 

dalam pengelolaan keuangan daerah (Hildawati, et al., 2024). Pengelolaan 

PAD harus didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi, dengan memanfaatkan 

teknologi informasi untuk meningkatkan akurasi dan transparansi. Selain itu, 

kebijakan publik yang dirancang berdasarkan data empiris, seperti hasil 

analisis pengaruh inflasi dan kemiskinan terhadap PAD, menjadi elemen 

penting dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah. 

Penelitian ini menggunakan teori administrasi publik untuk menilai 

bagaimana pemerintah Kota Metro mengelola PAD sebagai sumber 

pembiayaan pembangunan. Pendekatan ini juga relevan dalam mengevaluasi 

peran kebijakan publik dalam mengatasi tantangan yang muncul dari 

dinamika ekonomi dan sosial di daerah tersebut. 

2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh 

daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku (Ahmad, 2022). PAD merupakan pendapatan yang diperoleh 

daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan dari 

Undang-Undang. PAD adalah sumber pendapatan yang diperoleh dari 

berbagai aktivitas ekonomi di suatu wilayah (Hafandi & Romadhon, 2020). 

Pertumbuhan ekonomi daerah diharapkan dapat tercapai dengan adanya 

dukungan dari pemerintah daerah, terutama dalam hal pembangunan dan 

perbaikan infrastruktur. Kenaikan PAD diharapkan dapat memberikan 

dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, yang mencerminkan 

peningkatan pendapatan masyarakat setempat. Secara umum, terdapat 
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hubungan yang saling mendukung dan sejalan antara peningkatan PAD dan 

peningkatan anggaran daerah untuk pembangunan wilayah. 

PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari potensi ekonomi daerah, 

seperti pajak, retribusi, hasil perusahaan daerah, dan pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan (Maulina, et al., 2021). Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014, sumber PAD mencakup pajak daerah, 

retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber 

sah lainnya. PAD digunakan untuk pendanaan dan pembangunan daerah. 

Kemampuan keuangan daerah, khususnya dalam hal kemandirian finansial, 

adalah faktor penting untuk menilai sejauh mana daerah dapat mengelola 

urusan administrasinya. Tanpa anggaran yang memadai, pemerintah daerah 

tidak akan dapat menjalankan fungsi pelayanan dan pembangunan dengan 

efektif.  

PAD diperoleh dari berbagai sumber pajak, seperti pajak hotel, restoran, 

hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, mineral, serta bea 

perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sektor pendapatan daerah memiliki 

peran yang krusial karena mencerminkan kemampuan daerah dalam 

membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Identifikasi sumber 

PAD meliputi analisis dan pengelolaan yang baik untuk menghasilkan 

pendapatan yang optimal. Semua penerimaan yang diterima oleh suatu 

daerah, baik yang berupa peningkatan aktiva maupun pengurangan utang 

dari berbagai sumber selama satu periode anggaran tahunan, dapat disebut 

sebagai pendapatan. Dengan demikian, PAD dapat diartikan sebagai seluruh 

penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah daerah yang bersumber dari 

perekonomian lokal di daerah tersebut.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa PAD merupakan 

penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari berbagai sumber 

ekonomi yang ada di wilayahnya, yang dipungut sesuai dengan peraturan 

daerah dan perundang-undangan yang berlaku. PAD mencakup berbagai 

jenis pendapatan seperti pajak daerah, retribusi, hasil perusahaan daerah, 
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dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. PAD sangat penting 

bagi kemampuan keuangan daerah, karena dapat digunakan untuk 

membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Peningkatan PAD 

diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, serta mendukung 

kemandirian finansial daerah dalam mengelola administrasi dan pelayanan 

publik. 

2.3.1 Komposisi Pendapatan Asli Daerah  

Komposisi PAD mencakup berbagai sumber utama, seperti pajak daerah, 

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 

PAD lainnya yang sah. Di antara keempat sumber ini, pajak daerah dan 

retribusi daerah menjadi sumber utama PAD, seperti uraian berikut: 

a. Pajak Daerah 

Undang-Undang No 1 Tahun 2022  menyebutkan bahwa pajak daerah 

adalah kewajiban yang dibayar oleh individu atau badan kepada 

pemerintah daerah tanpa adanya imbalan langsung yang sebanding, dan 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta 

pembangunan daerah. Pajak daerah mencakup berbagai jenis, seperti 

pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, penerangan jalan, dan reklame. Di 

tingkat kabupaten/kota, jenis pajak tidak terbatas, yang berarti daerah 

memiliki peluang untuk menggali potensi pendapatan tambahan yang 

tidak secara eksplisit tercantum dalam undang-undang, dengan 

menetapkan pajak baru yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Selain 

itu, pajak daerah juga mencakup sumber-sumber lain, seperti pajak 

kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan 

bakar kendaraan bermotor, pajak kendaraan di atas air, pajak air bawah 

tanah, dan pajak air permukaan (Manangin, et al., 2023). 

b. Retribusi Daerah 

Retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah 

daerah sebagai imbalan atas pelayanan atau perizinan tertentu yang 
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langsung dapat dirasakan oleh pihak yang membayar retribusi. 

Perbedaan utama antara pajak dan retribusi adalah adanya timbal balik 

langsung dalam retribusi, sementara pajak tidak memberikan imbalan 

langsung. Penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah dari 

retribusi mencakup berbagai jenis, antara lain retribusi pelayanan 

kesehatan, pelayanan pendidikan, penggunaan kekayaan daerah, pasar 

grosir dan pertokoan, penjualan produk usaha daerah, serta perizinan 

pelayanan dan pengendalian (Hafandi & Romadhon, 2020). Retribusi 

daerah dibagi menjadi tiga kategori: 

1. Retribusi Jasa Umum: pungutan untuk pelayanan umum yang 

diberikan kepada masyarakat, seperti pelayanan kesehatan, 

kebersihan, parkir di tepi jalan umum, dan pelayanan pasar.  

2. Retribusi Jasa Usaha: Pungutan terkait penyediaan layanan yang 

tidak memadai oleh sektor swasta atau penyewaan aset/kekayaan 

daerah, berupa penyediaan tempat kegiatan usaha, pelayanan 

rumah potong hewan, penyediaan tempat khusus parkir diluar 

badan jalan dan sebagainya. 

3. Retribusi Perizinan Tertentu: pungutan untuk pemberian izin yang 

berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan penggunaan ruang, 

sumber daya alam, serta fasilitas tertentu guna menjaga 

kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.  

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengacu pada laba 

atau keuntungan yang diperoleh dari perusahaan daerah atau Badan 

Usaha Milik Daerah (BUMD). Penerimaan yang diterima oleh 

pemerintah daerah berasal dari BUMD dan hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan. BUMD mencakup Bank Pembangunan Daerah 

(BPD), perusahaan daerah, dividen dari Bank Perkreditan Rakyat-Bank 

Koperasi dan Kredit Kecamatan (BPR-BKK), dan penyertaan modal 

daerah kepada pihak ketiga (Hafandi & Romadhon, 2020). Perusahaan 

daerah adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya 
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merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-Undang No. 01 

Tahun 2022 mengatur jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, yang meliputi bagian laba dari investasi pada perusahaan 

milik daerah atau BUMD, serta perusahaan swasta atau kelompok 

masyarakat. 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

PAD yang sah merupakan bentuk penerimaan yang diterima oleh 

pemerintah daerah dari sumber-sumber lain yang dimiliki oleh daerah 

mencakup pendapatan dari penjualan aset milik daerah dan penerimaan 

dari jasa giro. PAD yang sah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan 

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi jenis 

penerimaan lainnya, seperti: 

1. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan 

2. Penerimaan dari jasa giro 

3. Pendapatan dari pengembalian 

4. Pendapatan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum 

5. Pendapatan dari asuransi kesehatan pegawai 

Pendapatan ini diperoleh melalui penjualan kekayaan daerah yang tidak 

dipisahkan, penerimaan jasa giro, pengembalian, fasilitas sosial dan 

umum, serta asuransi kesehatan pegawai. Secara keseluruhan, PAD 

mencakup berbagai sumber pendapatan yang sangat penting untuk 

membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah, yang 

berperan dalam kelangsungan dan kemajuan daerah tersebut. 

2.4 Jumlah Penduduk 

Menurut Suaidah, et al., (2022) penduduk merupakan orang yang tinggal di 

wilayah Indonesia selama enam bulan atau lebih, serta mereka yang tinggal 

kurang dari enam bulan dengan tujuan untuk menetap. Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, penduduk mencakup Warga 

Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di 
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Indonesia. Penduduk di suatu daerah, baik WNI maupun WNA, terikat pada 

aspek sosial, budaya, politik, serta hak dan kewajiban setempat. 

Penghitungan jumlah penduduk dilakukan melalui sensus atau metode 

pertumbuhan penduduk, di mana Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan 

pendataan setiap lima tahun, biasanya dengan mendatangi rumah-rumah 

untuk mencatat jumlah anggota keluarga (Lusiana, et al., 2021). 

Pertumbuhan penduduk yang pesat di negara maju tersebut berkontribusi 

pada kemajuan ekonomi karena didukung oleh faktor-faktor seperti jumlah 

buruh yang terbatas dan modal yang melimpah. 

Penduduk memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, sebagai 

pelaku pembangunan dan penerima manfaatnya. Jumlah penduduk dapat 

memengaruhi pertumbuhan ekonomi, di mana kepadatan penduduk dapat 

menyebabkan masalah pengangguran, sementara jumlah penduduk yang 

sedikit dapat menghambat tenaga kerja. Penduduk juga berfungsi sebagai 

sumber daya produksi dan konsumen. Dalam perkembangan zaman, kualitas 

penduduk perlu ditingkatkan melalui pengembangan sumber daya manusia. 

Selain itu, jumlah penduduk penting untuk alasan politik (keamanan dan 

kekuatan negara), sosial (pelayanan yang diperlukan), dan ekonomis 

(keseimbangan dengan sumber daya alam, perencanaan ekonomi, dan 

tenaga kerja). Untuk mengetahui jumlah penduduk, sensus atau cacah jiwa 

dilakukan, yang juga membantu menentukan apakah negara memiliki 

kepadatan penduduk yang tinggi atau rendah. 

Terdapat dua jenis sensus untuk mengetahui jumlah penduduk suatu negara, 

menurut Aini (2020), yaitu: 

1. Sensus de facto: menghitung semua orang yang berada di negara 

tersebut pada saat sensus, termasuk warga negara, warga negara asing, 

dan turis. Negara-negara Eropa biasanya menggunakan sensus ini. 

2. Sensus de jure: Menghitung penduduk yang tinggal tetap di negara 

tersebut, baik warga negara maupun warga negara asing. Sensus ini 

tidak menghitung turis atau orang sementara yang berada di negara 
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tersebut. Negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Utara sering 

menggunakan sensus ini, dan hasilnya lebih akurat untuk perencanaan 

ekonomi. 

Teori penduduk optimum menyebutkan bahwa jumlah penduduk yang ideal 

adalah yang dapat memaksimalkan penghasilan riil per kapita (Sari, et al., 

2022). Jika jumlah penduduk terlalu sedikit, pasar untuk hasil produksi akan 

sempit, sedangkan jika terlalu banyak, akan terjadi penurunan hasil per 

kapita karena hukum hasil yang menurun. Teori ini menjelaskan hubungan 

antara jumlah penduduk dan pendapatan per kapita, meskipun tidak ada cara 

pasti untuk menentukan jumlah penduduk optimum karena faktor-faktor 

seperti teknologi dan sumber daya alam dapat berubah. 

Menurut Budiharjo (2019), jumlah penduduk yang besar di Indonesia dapat 

menjadi aset jika mendukung produksi nasional, tetapi bisa juga menjadi 

beban jika struktur, persebaran, dan kualitasnya rendah, yang hanya 

menuntut pelayanan sosial. Ilmu kependudukan (demografi) menarik 

perhatian ahli ekonomi karena penduduk berperan dalam kegiatan ekonomi. 

Kualitas dan kuantitas penduduk menentukan kemampuan produksi dan 

standar hidup suatu negara, serta menjadi sumber tenaga kerja dan 

keterampilan manajerial (Prayogo & Hasmarini, 2022). 

Menurut Gusti (2024) jumlah penduduk adalah input potensial untuk 

meningkatkan produksi. Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006, 

penduduk adalah orang yang tinggal di Indonesia lebih dari 6 bulan atau 

kurang dari 6 bulan dengan tujuan menetap. Jumlah penduduk mengacu 

pada masyarakat yang tinggal di suatu daerah secara sah, baik sebagai warga 

negara atau bukan. Di negara berkembang seperti Indonesia, hubungan 

antara kependudukan dan pembangunan ekonomi bergantung pada masalah 

dan tantangan kependudukan yang khas setiap negara. 

Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh tiga indikator atau komponen 

utama: 
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1. Fertilitas (kelahiran): kelahiran yang tinggi menambah jumlah 

penduduk. 

2. Mortalitas (kematian): kematian mengurangi jumlah penduduk dan 

penting untuk perencanaan pembangunan. 

3. Migrasi: perpindahan penduduk memengaruhi distribusi dan jumlah 

penduduk suatu wilayah, baik itu bersifat permanen atau sementara. 

Jumlah penduduk di suatu daerah merujuk pada keseluruhan populasi yang 

tinggal di wilayah tersebut, yang terdiri dari berbagai kelompok usia, jenis 

kelamin, pekerjaan, dan latar belakang sosial. Peningkatan jumlah penduduk 

yang cepat dapat mendorong permintaan terhadap barang dan jasa, yang 

pada gilirannya akan memacu kegiatan ekonomi, membuka kesempatan 

kerja, serta meningkatkan PAD melalui pajak dan retribusi. Namun, apabila 

pertumbuhan penduduk tidak diikuti dengan pengelolaan yang efektif, 

seperti penyediaan infrastruktur yang memadai dan pengelolaan sumber 

daya alam yang efisien, hal ini justru bisa memberikan beban pada ekonomi 

daerah dan menurunkan kualitas hidup masyarakat. 

2.5 Inflasi 

Inflasi adalah fenomena ekonomi yang merujuk pada peningkatan harga 

barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan dalam suatu perekonomian 

selama periode waktu tertentu. Inflasi dapat dipicu oleh berbagai faktor 

yang mengarah pada ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran 

dalam perekonomian. Faktor-faktor ini bisa berasal dari sisi biaya produksi 

yang meningkat, tingginya permintaan, atau jumlah uang yang beredar yang 

tidak sebanding dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia di pasar. 

Inflasi merupakan penurunan nilai uang akibat beredarnya uang dalam 

jumlah yang banyak dan cepat, yang mengurangi daya beli masyarakat dan 

menyebabkan harga barang meningkat (Rangkuty, et al., 2024). Selain itu, 

inflasi merupakan kondisi perekonomian yang ditandai dengan 

kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa dalam jangka panjang, yang 

terjadi karena ketidakseimbangan antara jumlah uang yang beredar dan 
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jumlah barang yang tersedia, serta memengaruhi kestabilan daya beli 

masyarakat. 

Menurut Mahendra (2020), inflasi dapat dibagi menjadi empat kategori 

berdasarkan tingkat kenaikan harga, yaitu inflasi ringan (di bawah 10%), 

inflasi sedang (10% hingga 30%), inflasi berat (30% hingga 100%), dan 

hiperinflasi (di atas 100%). Inflasi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor utama 

seperti tingginya permintaan barang dan jasa, peningkatan biaya produksi, 

serta beredarnya uang yang terlalu banyak dalam perekonomian. 

Teori Kurva Phillips yang dijelaskan oleh Mankiw (2018) menggambarkan 

hubungan antara inflasi dan pengangguran yang saling berlawanan arah. 

Kurva ini menunjukkan bahwa inflasi dan pengangguran bergerak dalam 

arah yang berlawanan, yang menggambarkan trade-off dalam kebijakan 

ekonomi jangka pendek. Dalam versi modernnya, Kurva Phillips 

menjelaskan bahwa inflasi dipengaruhi oleh tiga faktor utama: 

1. Inflasi yang diharapkan, 

2. Perbedaan pengangguran dari tingkat alami (pengangguran siklis), 

3. Guncangan penawaran. 

Inflasi memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat, 

terutama bagi mereka yang berada di kalangan menengah ke bawah. Ketika 

inflasi meningkat, harga barang dan jasa akan naik, sementara pendapatan 

tetap atau tidak naik sebanding dengan harga yang terus meningkat. 

Akibatnya, daya beli masyarakat menurun, yang dapat mengarah pada 

penurunan kualitas hidup. Kelompok menengah ke bawah yang memiliki 

keterbatasan pendapatan sangat merasakan dampak ini karena mereka tidak 

dapat membeli barang dan jasa sebanyak sebelumnya. Ini juga dapat 

meningkatkan kesenjangan sosial dan memperburuk ketidaksetaraan 

ekonomi. 

Selain itu, inflasi dapat menimbulkan ketidakseimbangan pendapatan. 

Sebagian pihak mungkin akan diuntungkan oleh inflasi, seperti pengusaha 
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yang dapat menaikkan harga jual barang dan jasa, tetapi di sisi lain, mereka 

yang bergantung pada gaji tetap atau pendapatan yang tidak terhubung 

langsung dengan kenaikan harga akan merasa dirugikan. Hal ini 

menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang merugikan bagi kelompok 

tertentu, terutama mereka yang memiliki penghasilan rendah. 

Inflasi terjadi ketika jumlah uang yang beredar dalam perekonomian tumbuh 

lebih cepat daripada kemampuan perekonomian untuk memproduksi barang 

dan jasa yang cukup (Oktiani & Al Muhariah, 2021). Ketika jumlah uang 

yang tersedia di masyarakat melebihi barang dan jasa yang dapat diproduksi 

atau disediakan, permintaan terhadap barang dan jasa akan meningkat, tetapi 

penawarannya terbatas. Akibatnya, harga barang dan jasa naik, yang 

menyebabkan inflasi. 

Salah satu faktor yang dapat memicu inflasi adalah kebijakan moneter 

ekspansif, yaitu kebijakan yang memperbanyak jumlah uang yang beredar 

dalam perekonomian, seperti penurunan suku bunga atau pencetakan uang 

baru oleh bank sentral. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk merangsang 

perekonomian, dalam jangka panjang, jika tidak diimbangi dengan 

peningkatan produksi barang dan jasa, dapat menyebabkan inflasi yang 

tinggi. 

Oleh karena itu, pengendalian inflasi memerlukan kebijakan yang seimbang 

antara permintaan dan penawaran dalam perekonomian. Pemerintah dan 

bank sentral perlu memastikan bahwa jumlah uang yang beredar tidak 

melebihi kemampuan ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa. 

Kebijakan moneter yang hati-hati dan pengelolaan yang baik terhadap 

pasokan barang dan jasa sangat penting untuk menjaga stabilitas harga dan 

mencegah dampak negatif inflasi terhadap masyarakat, terutama yang rentan 

secara ekonomi. 

Inflasi memiliki dampak yang signifikan terhadap kemampuan pemerintah 

daerah dalam mengumpulkan PAD. Meskipun inflasi dapat meningkatkan 

nominal pendapatan dari pajak dan retribusi karena kenaikan harga barang 
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dan jasa, hal ini tidak selalu berujung pada peningkatan penerimaan daerah 

yang diharapkan. Jika inflasi tidak diimbangi dengan daya beli masyarakat 

yang baik, maka konsumsi masyarakat akan menurun, yang pada gilirannya 

dapat mengurangi transaksi ekonomi dan berdampak negatif pada 

pendapatan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memahami 

hubungan antara inflasi dan ekonomi lokal, serta merumuskan kebijakan 

yang dapat meminimalkan dampak negatif inflasi, agar kestabilan ekonomi 

daerah dan penerimaan daerah tetap terjaga. 

2.6 Tingkat Kemiskinan 

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang atau kelompok untuk 

memenuhi hak-hak dasar, seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan. 

Aprillyana (2020) menyebutkan bahwa kemiskinan sebagai standar hidup 

rendah yang terlihat dari kekurangan materi. Kemiskinan juga didefinisikan 

sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan minimum, yang 

terdiri dari garis kemiskinan makanan dan non-makanan. Penyebab 

kemiskinan antara lain ketidaksamaan kepemilikan sumber daya, kualitas 

sumber daya manusia yang rendah, dan perbedaan akses modal (Fitriyani & 

Handayani, 2021). Menurut Priambodo (2022) menekankan bahwa 

kemiskinan bukan hanya soal pendapatan, tetapi juga tentang kemampuan 

untuk menggunakan sumber daya secara efektif. Andina & Wahyudi (2024) 

mengklasifikasikan kemiskinan menjadi lima kategori:  

1. Kemiskinan Absolut, selain dilihat dari pemenuhan kebutuhan dasar 

minimum yang memungkinkan seseorang hidup layak, juga ditentukan 

oleh tingkat pendapatan untuk memenuhi kebutuhan. Kemiskinan 

absolut merupakan kemiskinan yang tidak mengacu atau tidak 

didasarkan pada garis kemiskinan.  

2. Kemiskinan Relatif, apabila pendapatan sekelompok orang dalam 

masyarakat lebih rendah dibandingkan kelompok lain tanpa 

memperhatikan apakah mereka termasuk dalam kategori miskin absolut 

atau tidak. Penekanannya adalah adanya ketimpangan pendapatan 
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dalam masyarakat antara yang kaya dan yang miskin atau dikenal 

dengan istilah adanya ketimpangan distribusi pendapatan.  

3. Kemiskinan Struktural, mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat 

yang disebabkan oleh faktor budaya yang tidak mau berusaha untuk 

memperbaiki tingkat kehidupan meskipun ada usaha dari pihak luar 

untuk membantunya.  

4. Kemiskinan Kronis, dibedakan tiga berdasarkan penyebabnya yaitu:  

a. Kondisi sosial budaya yang mendorong sikap dan kebiasaan hidup 

masyarakat yang tidak produktif.  

b. Keterbatasan sumber daya dan keterisolasian (daerah-daerah yang 

kritis akan sumber daya alam dan daerah terpencil)  

c. Rendahnya derajat pendidikan dan perawatan kesehatan, 

terbatasnya lapangan kerja dan ketidakberdayaan masyarakat dalam 

mengikuti ekonomi pasar. 

5. Kemiskinan Sementara, terjadi akibat adanya perubahan siklus ekonomi 

dari kondisi normal menjadi krisis ekonomi, perubahan yang bersifat 

musiman, dan bencana alam atau dampak dari suatu yang menyebabkan 

menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. 

Menurut Izudin (2022) masalah kemiskinan dan penyebabnya masih 

menjadi topik perdebatan di kalangan akademisi dan pembuat kebijakan 

pembangunan. Beberapa ciri kemiskinan yang umum digunakan untuk 

menentukan kondisi miskin adalah:  

1. Tidak memiliki faktor produksi seperti tanah, modal, peralatan kerja, 

atau keterampilan yang cukup;  

2. Tingkat pendidikan yang rendah;  

3. Bekerja di sektor informal dengan modal kecil, seringkali disebut 

setengah menganggur;  

4. Tinggal di daerah pedesaan atau kawasan yang jauh dari pusat 

pertumbuhan regional, atau di kawasan kumuh perkotaan;  

5. Kesulitan dalam memperoleh kebutuhan pokok dan pelayanan dasar, 

seperti kesehatan dan pendidikan, sesuai dengan standar kesejahteraan. 
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Kemiskinan disebabkan oleh dua faktor utama yaitu pertama, kemiskinan 

yang timbul karena keterbatasan sumber daya, baik modal maupun sumber 

daya manusia (seperti keterampilan, pendidikan, dan pengetahuan), serta 

keterbatasan akses akibat lokasi geografis yang terpencil; kedua, kemiskinan 

yang disebabkan oleh kebijakan pembangunan yang tidak merata (Syahri & 

Gustiara, 2020).  

Indikator kemiskinan merupakan alat untuk memantau dan menilai tingkat 

kemiskinan di suatu negara. Di Indonesia, indikator ini memiliki peran 

penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat dan terarah. 

Fungsi utamanya adalah untuk mengukur sejauh mana jumlah penduduk 

yang hidup di bawah garis kemiskinan dan bagaimana distribusi kemiskinan 

tersebut. Terdapat tiga indikator utama untuk mengukur kemiskinan di 

Indonesia menurut Aprillyana (2020), yaitu: 

1. Angka Kemiskinan (P0):  

Angka Kemiskinan, atau yang dikenal sebagai poverty headcount ratio 

(P0), mengukur persentase penduduk yang hidup di bawah garis 

kemiskinan. Garis kemiskinan dihitung berdasarkan kebutuhan 

minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup 

seperti pangan, sandang, papan, dan kebutuhan lainnya. P0 

menunjukkan proporsi penduduk yang dikategorikan miskin menurut 

garis kemiskinan yang telah ditentukan. 

2. Kedalaman Kemiskinan (P1): 

Kedalaman Kemiskinan, atau poverty gap index (P1), mengukur sejauh 

mana tingkat kemiskinan suatu kelompok dibandingkan dengan garis 

kemiskinan. P1 menggambarkan rata-rata jarak antara pendapatan atau 

konsumsi penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Indikator ini 

memberikan gambaran mengenai ketimpangan kemiskinan—semakin 

tinggi P1, semakin dalam tingkat kemiskinan yang dirasakan oleh 

kelompok miskin tersebut. 
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3. Keparahan Kemiskinan (P2): 

Keparahan Kemiskinan, atau squared poverty gap index (P2), 

mengukur tidak hanya kedalaman kemiskinan, tetapi juga ketimpangan 

antara penduduk miskin dengan penduduk yang lebih kaya. P2 

memberikan bobot lebih pada individu yang lebih miskin, sehingga 

menggambarkan ketimpangan yang lebih besar dalam distribusi 

kemiskinan. P2 lebih sensitif terhadap ketimpangan dan memberikan 

gambaran lebih rinci tentang kesenjangan yang ada. 

2.7 Hubungan Antar Variabel 

1. Hubungan Variabel Jumlah Penduduk Terhadap PAD 

 

Jumlah penduduk berkontribusi signifikan terhadap PAD melalui 

peningkatan aktivitas ekonomi, terutama konsumsi masyarakat yang 

menjadi dasar penerimaan pajak dan retribusi daerah. Jumlah penduduk 

yang besar dapat menjadi keunggulan ekonomi jika diiringi dengan 

pengelolaan yang memadai, seperti pembangunan infrastruktur dan 

kebijakan yang mendukung (Liana, et al., 2024). Jumlah penduduk memiliki 

peran penting dalam memengaruhi PAD melalui peningkatan aktivitas 

ekonomi, terutama konsumsi masyarakat yang menjadi dasar penerimaan 

pajak dan retribusi daerah.  

 

Menurut Liana, et al., (2024) jumlah penduduk yang besar dapat menjadi 

keunggulan ekonomi jika diiringi dengan pengelolaan yang memadai, 

seperti pembangunan infrastruktur dan kebijakan yang mendukung. 

Rachman & Restiatun (2023) menyebutkan bahwa PAD memegang peranan 

penting dalam pembiayaan pembangunan daerah dan menjadi indikator 

tingkat kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pajak dan 

retribusi daerah merupakan salah satu sumber potensial PAD. Peningkatan 

jumlah penduduk akan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa. 

Kondisi ini mendorong peningkatan produksi, yang pada akhirnya 

mengakibatkan perluasan usaha dan pendirian usaha-usaha baru. Pada tahap 
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berikutnya, hal ini akan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga 

kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi yang ditarik 

oleh pemerintah daerah juga akan meningkat. Pada penelitian yang 

dilakukan oleh Rahman & Restiatun (2023) juga menemukan hasil bahwa 

jumlah penduduk memengaruhi PAD. 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Oktiani & Muhariah (2021) menemukan 

bahwa pertumbuhan jumlah penduduk memberikan kontribusi positif 

terhadap PAD, terutama melalui pajak berbasis konsumsi masyarakat. 

Namun, jika tidak terkelola dengan baik, pertumbuhan penduduk dapat 

menjadi beban ekonomi, sebagaimana disimpulkan Priyono & Handayani 

(2021), yang menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia untuk 

efektivitas penerimaan daerah. Dengan demikian, hubungan antara jumlah 

penduduk dan PAD bersifat positif jika didukung oleh kebijakan 

pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. 

Dalam konteks PAD, jumlah penduduk yang besar dapat meningkatkan 

aktivitas ekonomi melalui konsumsi barang dan jasa yang lebih tinggi. 

Dengan meningkatnya konsumsi, permintaan terhadap barang dan jasa lokal 

juga meningkat, yang pada akhirnya akan memperluas basis pajak daerah, 

seperti pajak hotel, restoran, retribusi pasar, dan pajak hiburan. Selain itu, 

meningkatnya jumlah penduduk dapat mendorong ekspansi sektor usaha 

dan industri yang berkontribusi terhadap penerimaan PAD dari pajak usaha 

dan pajak bumi dan bangunan (PBB). 

Namun, Solow (1956) juga menekankan bahwa efek jumlah penduduk 

terhadap pertumbuhan ekonomi tidak bersifat linier. Jika jumlah penduduk 

bertambah tanpa diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan investasi 

dalam infrastruktur ekonomi, maka dampak positifnya terhadap PAD bisa 

terbatas. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengelola pertumbuhan 

penduduk secara efektif dengan menciptakan peluang ekonomi yang 

mendukung peningkatan pendapatan masyarakat dan daya beli, sehingga 

berkontribusi positif terhadap PAD. 
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Beberapa penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk 

berpengaruh signifikan terhadap PAD. Priyono & Handayani (2021) 

menemukan bahwa peningkatan jumlah penduduk di Eks-Karesidenan Pati 

secara signifikan meningkatkan PAD melalui peningkatan sektor pajak 

daerah. Sementara itu, penelitian Oktiani & Muhariah (2021) menemukan 

hasil serupa di Sumatera Selatan, di mana jumlah penduduk berkontribusi 

terhadap peningkatan pajak daerah dan retribusi. Berdasarkan Teori 

Pertumbuhan Ekonomi Solow-Swan, jumlah penduduk dapat menjadi faktor 

penting dalam meningkatkan PAD suatu daerah. Namun, dampaknya 

bergantung pada bagaimana pemerintah daerah mengelola pertumbuhan 

penduduk tersebut  

2. Hubungan Variabel Inflasi Terhadap PAD 

Inflasi berpengaruh signifikan terhadap PAD melalui pengaruhnya terhadap 

daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah (Andriyansyah & 

Athoillah, 2024). Ketika inflasi meningkat, harga barang dan jasa 

mengalami kenaikan, yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun. 

Hal ini berpotensi mengurangi aktivitas ekonomi dan berdampak pada 

penurunan penerimaan pajak serta retribusi, yang merupakan sumber utama 

PAD (Raysharie, et al., 2023). Inflasi yang tinggi dapat menghambat 

pertumbuhan ekonomi lokal dan melemahkan kontribusi masyarakat 

terhadap PAD. 

Inflasi moderat dapat memberikan dampak positif dalam situasi tertentu. 

Kenaikan harga barang dan jasa dapat meningkatkan nominal penerimaan 

pajak berbasis harga, seperti pajak konsumsi dan penjualan (Watulingas, et 

al., 2021). Menurut Purbaningrum & Nurhayati (2022) inflasi yang 

terkendali dapat menciptakan peluang bagi peningkatan aktivitas ekonomi, 

sehingga mendukung penerimaan PAD. Sebaliknya, inflasi yang tidak 

terkendali dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi, menurunkan daya 

saing daerah, menghambat investasi, dan mengurangi potensi pendapatan 

daerah. 



35 
  

 
 

Penelitian yang dilakukan oleh Ernita (2021) di Kabupaten Kerinci 

menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap PAD, dengan 

fluktuasi harga yang memengaruhi pola konsumsi masyarakat dan 

pendapatan pemerintah daerah. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh 

Fitri (2021) di Provinsi Aceh menemukan bahwa inflasi yang terkendali 

tidak memberikan dampak negatif yang signifikan pada PAD, sementara 

inflasi yang tinggi justru menekan daya beli masyarakat dan menurunkan 

aktivitas ekonomi lokal. 

Menurut Fisher Effect (Fisher, 1930), inflasi memengaruhi daya beli dan 

nilai uang dalam jangka panjang, yang berdampak pada penerimaan pajak 

dan retribusi daerah. Kenaikan inflasi dapat meningkatkan pajak berbasis 

harga, tetapi jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan 

masyarakat, daya beli akan melemah, mengurangi transaksi ekonomi dan 

menekan PAD. 

Berdasarkan uraian diatas, hubungan antara inflasi dan PAD bersifat 

kompleks, bergantung pada tingkat inflasi dan daya beli masyarakat. Inflasi 

yang terkendali dapat meningkatkan PAD, sementara inflasi yang tidak 

terkendali dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan 

kontribusi fiskal. Oleh karena itu, kebijakan pengendalian inflasi yang 

efektif diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah dan 

mengoptimalkan PAD. 

3. Hubungan Variabel Tingkat Kemiskinan Terhadap PAD 

 

Tingkat kemiskinan memiliki hubungan yang signifikan dengan PAD, hal 

ini ditunjukkan dengan kemiskinan yang tinggi mencerminkan keterbatasan 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk kemampuan untuk 

membayar pajak dan retribusi dan menyebabkan berkurangnya kontribusi 

langsung masyarakat terhadap PAD (Adella, 2023). Selain itu, kemiskinan 

yang tinggi meningkatkan kebutuhan akan subsidi dan bantuan sosial dari 

pemerintah daerah, sehingga mengurangi alokasi anggaran untuk sektor-

sektor strategis yang berpotensi meningkatkan PAD. 
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Menurut Aisyah, et al., (2023) menyebutkan bahwa pengurangan tingkat 

kemiskinan dianggap penting untuk meningkatkan kontribusi ekonomi 

masyarakat. Masyarakat yang lebih sejahtera memiliki daya beli yang lebih 

tinggi, yang pada gilirannya mendorong peningkatan konsumsi dan 

pembayaran pajak daerah. Hal ini menciptakan efek positif pada penerimaan 

PAD, karena peningkatan daya beli masyarakat memperluas basis pajak dan 

retribusi yang dapat diandalkan oleh pemerintah daerah 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Priambodo (2022) menunjukkan bahwa 

tingkat kemiskinan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap PAD 

di Kabupaten Purbalingga. Penurunan tingkat kemiskinan sebesar 1% dapat 

meningkatkan PAD sekitar 43,69%. Hasil ini menunjukkan bahwa 

penurunan kemiskinan tidak hanya berdampak pada kesejahteraan 

masyarakat tetapi juga memberikan keuntungan fiskal bagi pemerintah 

daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyanti & Handayani (2021) 

menyimpulkan bahwa pengurangan kemiskinan dapat memperkuat potensi 

kontribusi masyarakat terhadap PAD, karena masyarakat yang lebih 

makmur mampu berpartisipasi dalam membayar pajak dan retribusi secara 

optimal.  

 

Semakin besar jumlah penduduk dengan daya beli tinggi, semakin besar 

potensi penerimaan PAD melalui pajak daerah dan retribusi. Selain itu, 

pertumbuhan usaha dan industri yang didorong oleh aktivitas ekonomi 

masyarakat juga meningkatkan penerimaan pajak dari sektor bisnis dan 

properti. Sebaliknya, tingkat kemiskinan yang tinggi dapat melemahkan 

kapasitas fiskal daerah karena rendahnya daya beli masyarakat, 

berkurangnya konsumsi, serta meningkatnya beban anggaran untuk bantuan 

sosial. Jumlah penduduk yang besar berpotensi meningkatkan PAD jika 

didukung daya beli yang kuat, sementara tingkat kemiskinan yang tinggi 

dapat menjadi hambatan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan ekonomi 

yang tepat agar kapasitas fiskal daerah dapat dioptimalkan. 
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Machfud & Asnawi, 2024) juga 

menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh terhadap PAD. 

Semakin rendah tingkat kemiskinan, semakin besar potensi peningkatan 

PAD melalui partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak dan 

pengurangan beban subsidi pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan 

pentingnya upaya pengentasan kemiskinan sebagai salah satu strategi utama 

dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. 

2.8 Kerangka Pikir 

Penelitian ini mengkaji peran penting PAD sebagai sumber utama 

pembiayaan pembangunan di Kota Metro, Provinsi Lampung. Meskipun 

PAD Kota Metro mengalami peningkatan, pengoptimalan PAD masih 

terkendala oleh beberapa tantangan, seperti ketergantungan pada jenis pajak 

tertentu, rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat, serta pengelolaan yang 

belum optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-

faktor yang memengaruhi PAD, dengan fokus pada jumlah penduduk, 

inflasi, dan tingkat kemiskinan. 

Pertumbuhan jumlah penduduk berpotensi meningkatkan PAD melalui 

pajak dan retribusi yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi yang lebih besar. 

Namun, jika tidak dikelola dengan baik, pertumbuhan ini bisa menjadi 

beban bagi penyediaan layanan publik dan infrastruktur, yang pada 

gilirannya dapat menghambat kontribusi ekonomi masyarakat. Inflasi juga 

berpengaruh terhadap daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi, yang 

dapat memengaruhi penerimaan pajak dan retribusi daerah. Inflasi yang 

terkontrol dapat mendukung daya beli dan aktivitas ekonomi, sehingga 

meningkatkan kontribusi terhadap PAD. 

Selain itu, tingkat kemiskinan yang tinggi menghambat kemampuan 

masyarakat untuk berkontribusi melalui pajak dan retribusi, serta 

meningkatkan kebutuhan akan subsidi dan pengeluaran sosial, yang dapat 

mengurangi anggaran untuk pembangunan ekonomi. Pengurangan tingkat 

kemiskinan berpotensi meningkatkan kontribusi ekonomi masyarakat dan 
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memperbesar potensi PAD. Berdasarkan uraian di atas, kerangka penelitian 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

Sumber: Data diolah peneliti, 2024. 

 

Keterangan: 

Parsial  : 

Simultan : 

 

2.9 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian yang didasarkan pada data empiris yang diperoleh 

melalui pengumpulan informasi (Sugiyono, 2020). Berdasarkan hubungan 

antarvariabel dalam kerangka pemikiran penelitian di atas, hipotesis 

penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Ha1: Terdapat pengaruh antara jumlah penduduk terhadap PAD Kota Metro 

tahun 2018 – 2023. 

Ho1: Tidak terdapat pengaruh antara jumlah penduduk terhadap PAD Kota 

Metro tahun 2018 – 2023. 

Jumlah Penduduk 

(X1) 

Inflasi 

(X2) 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Y 

Tingkat Kemiskinan 

(X3) 

H2 

H3 

H4 

H1 
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Ha2: Terdapat pengaruh antara inflasi terhadap PAD Kota Metro tahun 

2020—2023. 

Ho2: Tidak terdapat pengaruh antara inflasi terhadap PAD Kota Metro tahun 

2018 – 2023. 

Ha3: Terdapat pengaruh antara tingkat kemiskinan terhadap PAD Kota 

Metro tahun 2018 – 2023. 

Ho3: Tidak terdapat pengaruh antara tingkat kemiskinan terhadap PAD Kota 

Metro tahun 2018 – 2023. 

Ha4: Terdapat pengaruh secara simultan antara jumlah penduduk, inflasi, 

dan tingkat kemiskinan terhadap PAD Kota Metro tahun 2018 – 2023. 

Ho4: Tidak terdapat pengaruh secara simultan antara jumlah penduduk, 

inflasi, dan tingkat kemiskinan terhadap PAD Kota Metro tahun 2018 – 

2023.  



 

 
 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menerapkan metode asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. 

Metode asosiatif bertujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis 

mengenai hubungan antara dua variabel atau lebih. Pendekatan kuantitatif 

dipilih karena penelitian ini menggunakan data berbentuk angka yang 

dianalisis secara statistik, serta bertujuan untuk meneliti populasi atau 

sampel tertentu dalam rangka menggambarkan dan menguji hipotesis yang 

telah ditetapkan (Sugiyono, 2020). Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisis dan mendeskripsikan 

secara mendalam pengaruh jumlah penduduk, inflasi, tingkat kemiskinan, 

dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro pada tahun 2018 – 2023. 

3.2 Definisi Konseptual 

 

Definisi konseptual merupakan sesuatu yang dirumuskan oleh peneliti untuk 

dipelajari guna memperoleh informasi mendalam terkait hal tersebut, yang 

kemudian digunakan sebagai dasar dalam menarik kesimpulan (Sugiyono, 

2020). Dalam penelitian ini, definisi konseptual menjelaskan konsep yang 

digunakan dalam penelitian ini berdasarkan kajian teoritis yang mencakup: 

1. Jumlah Penduduk: merujuk pada keseluruhan individu yang tinggal di 

wilayah tertentu yang dihitung melalui sensus penduduk. Menurut 

BPS, jumlah penduduk mencerminkan kapasitas suatu wilayah untuk 

memanfaatkan sumber daya manusia dalam mendukung aktivitas 

ekonomi. 

2. Inflasi: mengacu pada kenaikan harga barang dan jasa secara umum 

dan berkelanjutan dalam suatu perekonomian. Inflasi memengaruhi 
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daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi, yang menjadi faktor 

penting dalam pengumpulan PAD. 

3. Tingkat Kemiskinan: merupakan persentase penduduk yang hidup di 

bawah garis kemiskinan, yang ditentukan berdasarkan kebutuhan 

dasar minimal. Tingkat kemiskinan mencerminkan kondisi sosial 

ekonomi masyarakat dan memengaruhi kontribusi mereka terhadap 

PAD. 

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD): merupakan penerimaan daerah yang 

bersumber dari wilayahnya sendiri, termasuk pajak daerah, retribusi, 

hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan sah lainnya, yang 

digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah. 

 

3.3 Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan penjabaran mengenai suatu variabel yang 

mencakup indikator-indikator yang akan digunakan sebagai alat ukur untuk 

menilai variabel tersebut (Sugiyono, 2020). Definisi operasional 

menjabarkan bagaimana variabel-variabel penelitian ini diukur dengan: 

1. Jumlah Penduduk (X1) 

Diukur berdasarkan data sensus penduduk tahunan yang diterbitkan 

oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Metro pada periode 2018 – 

2023. 

2. Inflasi (X2) 

Diukur melalui tingkat inflasi tahunan di Kota Metro, yang dihitung 

berdasarkan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari data BPS 

untuk periode 2018 – 2023. 

3. Tingkat Kemiskinan (X3) 

Diukur menggunakan persentase penduduk miskin terhadap total 

populasi Kota Metro, berdasarkan garis kemiskinan yang ditetapkan 

BPS untuk periode 2018 – 2023. 

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y) 

Diukur berdasarkan realisasi penerimaan PAD Kota Metro yang 

meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan 
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daerah yang dipisahkan, dan pendapatan sah lainnya, untuk periode 

2018 – 2023. 

 

3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh informasi dan gambaran 

terkait suatu permasalahan yang sedang diteliti. Lokasi penelitian 

merupakan tempat bagi peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan 

guna menjawab masalah yang diangkat. Lokasi penelitian ini berada di 

Pemerintah Daerah Kota Metro pada tahun 2018 – 2023, waktu penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti adalah pada tahun 2025. 

3.5 Sumber Data 

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan datanya 

kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen 

(Sugiyono, 2020). Data sekunder juga merupakan data yang mengacu pada 

kumpulan informasi dari sumber yang sudah ada. Dalam penelitan ini, data 

sekunder diperoleh dari referensi pada buku seperti teknik pengumpulan 

data dengan mempelajari dan mencari data yang berhubungan dengan 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian, serta data yang diperoleh 

melalui berbagai sumber antara lain seperti buku, jurnal penelitian tentang 

jumlah penduduk, inflasi, tingkat kemiskinan, dan PAD, serta internet. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai jenis data yang 

digunakan. Data sekunder merujuk pada sumber yang tidak secara langsung 

memberikan informasi kepada pengumpul data (Sugiyono, 2020). Sumber 

data dalam penelitian ini berasal dari laporan tahunan historis yang dapat 

diakses melalui Bps.go.id dan situs web resmi perusahaan. Selain itu, 

sumber lain yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku teks, artikel 

jurnal, dan berbagai sumber internet. 

 

 

http://www.ojk.co.id/
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3.6 Populasi dan Sampel Penelitian 

 

1. Populasi 

Sugiyono (2020) menjelaskan bahwa populasi merupakan wilayah yang 

secara general terdiri dari subjek dan objek yang terdapat karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti yang dapat dipelajari dan diambil 

kesimpulannya. Populasi dari penelitian ini adalah data statistik jumlah 

penduduk, inflasi, tingkat kemiskinan, dan PAD Kota Metro pada tahun 

2018 – 2023. 

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik purposive. Teknik purposive sampling merupakan teknik 

yang pengambilan sampelnya tidak memberi peluang yang sama pada 

tiap anggota populasi yang dipilih menjadi sampel dan bersifat khusus 

yang sesuai dengan tujuan penelitian agar nantinya dapat mencapai 

tujuan dan mendapat permasalahan yang ada pada penelitian (Sugiyono, 

2020). Adapun kriteria sampel pada penelitian adalah: 

1. Data tahunan mengenai variabel yang diteliti (jumlah penduduk, 

tingkat kemiskinan, inflasi, dan PAD) tahun 2018 – 2023. 

2. Data berasal dari sumber yang sah dan terpercaya, seperti Badan 

Pusat Statistik (BPS), Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, atau 

instansi pemerintah terkait yang memberikan informasi mengenai 

aspek-aspek yang diteliti. 

3. Penelitian hanya menggunakan data yang tervalidasi dan 

diterbitkan dalam periode 2018 – 2023. 

 

3.7 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 

metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah teknik untuk 

mengumpulkan data sekunder, seperti laporan keuangan. Proses 
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pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti, dan 

menganalisis laporan keuangan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. 

3.8 Variabel Penelitian 

3.8.1 Variabel Independen 

Variabel independen, yang juga dikenal sebagai variabel bebas, adalah 

variabel yang memengaruhi atau menjadi penyebab perubahan pada variabel 

dependen (terikat) (Sugiyono, 2020). Variabel ini biasanya dilambangkan 

dengan "X". Dalam penelitian ini, variabel independen terdiri dari X1 yaitu 

jumlah penduduk, X2 yaitu inflasi, dan X3 yaitu tingkat kemiskinan. 

3.8.2 Variabel Dependen 

Variabel dependen, atau sering disebut variabel terikat, adalah variabel yang 

dipengaruhi atau menjadi akibat dari adanya variabel bebas (Sugiyono, 

2020). Variabel ini dilambangkan dengan "Y". Pada penelitian ini, variabel 

dependen adalah PAD. 

 

3.9 Teknik Analisis Data 

Tujuan analisis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban atas 

pertanyaan yang dirumuskan dalam masalah penelitian dengan 

memanfaatkan program analisis data Eviews. Metode yang digunakan dalam 

analisis data adalah sebagai berikut: 

 

3.9.1 Uji Asumsi Klasik 

Uji Asumsi Klasik Uji asumsi klasik dilakukan untuk persyaratan yang 

harus dipenuhi pada analisis regresi berganda. Uji asumsi klasik yang biasa 

digunakan adalah uji normalitas, uji linearitas dan uji multikonieritas. 

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah data yang telah 

diperoleh menyebar mengikuti distribusi normal atau tidak (Ghozali, 

2021). Adapun pada penelitian ini, uji normalitas yang digunakan 

adalah uji Kolmogorov. Uji Kolmogorov Smirnov adalah uji 
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membedakan antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal 

baku dengan ketentuan sebagai berikut:  

a. Jika nilai signifikan di atas 5% atau 0,05 maka data memiliki 

distribusi normal  

b. Jika nilai signifikan dibawah 5% atau 0,05 maka data tidak 

memiliki distribusi normal. 

 

2. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menentukan apakah dalam sebuah 

model regresi linear terdapat hubungan antara kesalahan pada periode t 

dengan kesalahan pada periode t-1 sebelumnya. Autokorelasi dapat 

terjadi karena adanya data yang berurutan setiap tahunnya dan saling 

terkait satu sama lain. Fenomena ini biasanya ditemukan pada data 

deret waktu (Ghozali, 2021). Keputusan dalam uji autokorelasi dapat 

diambil dengan memeriksa nilai prob F atau Chi Square yang kurang 

dari 0,05, yang menandakan adanya gejala autokorelasi. 

3. Uji Multikolonieritas  

Uji multikolonieritas merupakan suatu uji yang dilakukan untuk 

mengetahui apakah didalam korelasi atau kolinearitas antar variabel 

bebas dalam suatu model regresi. Untuk mendeteksi multikolinearitas 

dapat dilihat dari nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai 

tolerance.  

1. Jika VIF < 10 maka tidak terjadi Multikolinearitas.  

2. Jika VIF > 10 maka terjadi Multikolinearitas. 

 

4. Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual antara satu 

pengamatan dengan pengamatan lainnya. Jika varians dan residual antar 

pengamatan konsisten atau tetap, maka disebut sebagai 

Homoskedastisitas, sementara jika berbeda, disebut Heteroskedastisitas 
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(Ghozali, 2021). Keputusan dalam uji heteroskedastisitas diambil 

berdasarkan hal berikut: 

a. Jika nilai signifikansi > 0,05, berarti tidak ada masalah 

heteroskedastisitas. 

b. Jika nilai signifikansi < 0,05, berarti terdapat masalah 

heteroskedastisitas. 

 

3.9.2 Analisis Regresi Linier Berganda  

Analisis regresi linier berganda dimaksudkan untuk menguji pengaruh dua 

atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Model ini 

mengasumsikan bahwa terdapat hubungan garis lurus/linier antara variabel 

dependen dengan masing-masing prediktornya (Ghozali, 2021). Hubungan 

ini biasanya dinyatakan dalam rumus sebagai berikut. Analisis regresi linier 

berganda dibantu dengan menggunakan aplikasi olah data Eviews. Teknik 

analisis regresi linier berganda ini dapat digunakan untuk mengetahui 

besarnya pengaruh dari X terhadap Y. 

Model persamaan analisis regresi linear berganda adalah sebagai 

berikut: 

Y = α + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3+ e 

Keterangan: 

Y : Pendapatan Asli Daerah 

α  : Konstanta 

β1 β2  : Koefisiensi regresi dari masing-masing variabel independen  

X1  : Jumlah Penduduk 

X2  : Inflasi 

X3  : Tingkat Kemiskinan 

e : Margin of eror 
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3.9.3 Uji Hipotesis 

 

1. Uji Parsial (Uji T) 

Uji-t digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial untuk menunjukkan 

pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen 

(Ghozali, 2021). Uji-t adalah pengujian koefisien regresi masing-masing 

variabel bebas terhadap variabel terikat untuk mengetahui besarnya 

pengaruh variabel terikat terhadap variabel terikat saja terhadap variabel 

terikat. Dengan ketentuan berikut berdasarkan nilai signifikansi  

1. Jika nilai Sig < 0.05 maka terdapat pengaruh variabel X terhadap 

variabel Y atau hipotesis di terima  

2. Jika nilai Sig > 0.05 maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap 

variabel Y atau hipotesis ditolak 

 

2. Uji Simultan (Uji F) 

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah pengaruh variabel bebas 

dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel terikat (Ghozali, 2021). Dengan ketentuan berikut berdasarkan nilai 

signifikansi a) Jika nilai Sig < 0.05 maka X secara simultan berpengaruh 

terhadap Y atau hipotesis di terima. b) Jika nilai Sig > 0.05 maka X secara 

semultan tidak berpengaruh terhadap Y. 

 

3. Uji Koefisien Determinasi (Uji R
2
) 

Koefisien Determinasi digunakan dalam mengukur seberapa besar 

kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Besar 

nilainya kisaran 0-1. Apabila koefisien determinasi (R2) mendekati nol 

maka dapat dikatakan bahwa kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan 

variabel terikat sangat terbatas sebaliknya Apabila koefisien determinasi (R2) 

mendekati satu menunjukkan bahwa variabel bebas memiliki kekuatan yang 

lebih kuat dalam menimbulkan keberadaan variabel terikat (Sugiyono, 

2020). 
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Tabel 5. Pedoman Interpretasi Koefisien Determinasi  

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199  Sangat Rendah 

0,20 – 0,399  Rendah 

0,40 – 0,599  Sedang 

0,60 – 0,799  Kuat 

0,80 – 1,000  Sangat Kuat 

Sumber: Sugiyono, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

V. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk, 

inflasi, dan tingkat kemiskinan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kota Metro pada periode 2018–2023. Berdasarkan hasil analisis yang telah 

dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Secara Parsial, Pengaruh Variabel Independen terhadap PAD adalah 

sebagai berikut: 

a. Jumlah Penduduk  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap PAD Kota Metro, dengan nilai t-

hitung sebesar 10.681,68 dan probabilitas 0,0087. Artinya, semakin 

tinggi jumlah penduduk, semakin besar potensi penerimaan PAD, 

terutama melalui pajak daerah dan retribusi yang diperoleh dari 

aktivitas ekonomi masyarakat. Dari ketiga variabel yang diteliti, 

jumlah penduduk merupakan faktor yang memberikan pengaruh 

paling dominan terhadap PAD. Dalam konteks kebijakan publik, 

temuan ini menunjukkan pentingnya perumusan kebijakan 

kependudukan yang mendukung penciptaan lapangan kerja, 

peningkatan keterampilan, dan penguatan sektor informal. Dengan 

mengarahkan pertumbuhan penduduk menjadi sumber daya 

produktif, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan potensi fiskal 

dan mendorong pembangunan ekonomi daerah yang inklusif. 

b. Inflasi 

Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD, dengan 

nilai t-hitung sebesar -4.818,544 dan probabilitas 0,0405. Kenaikan 
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inflasi cenderung menurunkan daya beli masyarakat, menghambat 

konsumsi, dan melemahkan aktivitas ekonomi, yang pada gilirannya 

berdampak pada penurunan penerimaan pajak dan retribusi daerah. 

Temuan ini menegaskan pentingnya peran kebijakan fiskal dan 

moneter daerah yang bersinergi dalam menjaga stabilitas harga. 

Upaya ini juga harus didukung oleh peningkatan kapasitas lembaga 

daerah dalam perencanaan dan penganggaran yang adaptif terhadap 

tekanan ekonomi. 

c. Tingkat Kemiskinan 

Tingkat kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, 

dengan nilai t-hitung sebesar 4.245,205 dan probabilitas 0,0513. 

Meskipun secara teoritis kemiskinan yang tinggi dapat mengurangi 

kontribusi masyarakat terhadap PAD, hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa dampaknya masih terbatas. Hal ini mungkin 

disebabkan karena struktur PAD Kota Metro lebih ditopang oleh 

sektor usaha formal dan kelompok masyarakat berdaya beli tinggi. 

Dari perspektif kebijakan publik, hasil ini menjadi dasar bagi 

evaluasi efektivitas program pengentasan kemiskinan yang selama 

ini lebih bersifat konsumtif. Perlunya transformasi kebijakan sosial 

ke arah program berbasis pemberdayaan ekonomi dan peningkatan 

kemandirian masyarakat miskin sebagai strategi jangka panjang yang 

tidak hanya mengurangi kemiskinan tetapi juga memperluas basis 

pajak dan retribusi daerah. 

2. Secara simultan, berdasarkan hasil analisis, jumlah penduduk, inflasi, dan 

tingkat kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Metro. Hal 

ini menunjukkan bahwa faktor-faktor ekonomi dan demografi secara 

kolektif memegang peranan penting dalam menentukan kapasitas fiskal 

daerah. Dengan arah kebijakan yang tepat, tidak hanya PAD dapat 

meningkat secara berkelanjutan, tetapi juga kualitas pelayanan publik dan 

kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan lebih terjamin. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan 

baik dalam aspek praktis bagi pemerintah Kota Metro maupun aspek teoritis 

untuk penelitian selanjutnya. 

a. Aspek Praktis 

1. Pemerintah Kota Metro perlu meningkatkan keterampilan tenaga 

kerja melalui pelatihan, memperluas lapangan kerja dengan 

mendukung pertumbuhan UMKM melalui akses pembiayaan, 

pendampingan, dan kemudahan perizinan guna meningkatkan 

produktivitas penduduk terhadap aktivitas ekonomi daerah. 

2. Pemerintah Kota Metro perlu memperkuat pengendalian inflasi 

dengan memanfaatkan sistem pemantauan harga berbasis digital 

dan mengevaluasi program ketahanan pangan secara berkala, untuk 

menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas PAD dari sektor 

perdagangan dan konsumsi. 

3. Kebijakan program bantuan sosial perlu diarahkan pada 

pemberdayaan ekonomi, dengan pelatihan kewirausahaan, akses 

permodalan, dan pendampingan usaha, agar dapat meningkatkan 

pendapatan secara berkelanjutan dan turut mendorong pertumbuhan 

ekonomi daerah. 

4. Pemerintah Kota Metro perlu inovasi kebijakan dalam  optimalisasi 

digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi fiskal, 

sekaligus mendukung pengembangan sumber PAD lain seperti 

pengelolaan aset daerah, sektor pariwisata berbasis potensi lokal. 

b. Aspek Teoritis 

Penelitian ini hanya mencakup variabel jumlah penduduk, inflasi, dan 

tingkat kemiskinan. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan 

variabel lain seperti investasi, pengangguran, pendapatan per kapita, 

atau kebijakan fiscal untuk melihat faktor lain berperan terhadap PAD. 

Selain itu, penggunaan data dengan rentang waktu yang lebih panjang 

akan membantu mengidentifikasi tren jangka panjang yang 

memengaruhi PAD. 
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